
 

SKRIPSI 

 

 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 

MENGENAI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAPAT             

MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA                                       

LEGISLATIF 

   

 

 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh 

 

 

 

                ELVIA SALSABILA ROSANDA 

                          NIM.  1910211220064 

 

 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

Banjarmasin,  Juni 2023  



  

ii 

 

SKRIPSI 

 

 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 

MENGENAI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAPAT             

MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA                                       

LEGISLATIF 

   

 

 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh 

 

 

 

                ELVIA SALSABILA ROSANDA 

                          NIM.  1910211220064 

 

 

 

 

 

PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

Banjarmasin,  Juni 2023  



  

iii 

 

 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  

46P/HUM/2018 MENGENAI MANTAN NARAPIDANA  

KORUPSI DAPAT MENCALONKAN DIRI  

SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum 

Universita Lambung Mangkurat 

 

 

 

 

 
Diajukan oleh 

 

 

ELVIA SALSABILA ROSANDA 

1910211220064 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM SARJANA 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

Banjarmasin,  Juni 2023 



  

iv 

 

 
 

 

 



  

v 

 

 



  

vi 

 

PENETAPAN PANITIA PENGUJI 
 

 

 

Skripsi ini telah diuji dan 

dipertahankan  di depan sidang panitia 

penguji 

 

 

pada Hari Selasa Tanggal  4 Juni Tahun 2023  

dengan susunan Panitia Penguji 

 

 

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI 
 

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 

 
Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. 

 
Anggota :  1. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. 

   2. Deden Koswara, S.H., M.H. 

   3.  Risni Ristiawati, S.H., M.H. 

Ditetapkan dengan Keputusan 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 

Nomor 1718/UN8.1.11/SP/2023 

Tanggal 4 Juli 2023 



  

vii 

 

 

 



  

viii 

 

MOTO 
 

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan : Keberanian, atau keikhlasan. 

Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. Jika tidak ikhlas  

beranilah mengubahnya.  

(Lenang Manggala) 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 

sedangkan kamu tidak mengetahui.  

(QS.Al-Baqarah Ayat 216) 
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RINGKASAN 

 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 

MENGENAI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAPAT 

MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF 

 

(Elvia Salsabila Rosanda : 2023, 66 hlm) 

 

Pemilu adalah lembaga terpenting di negara demokrasi, demokrasi yang berarti 

suatu pemerintahan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, terutama di 

negara republik seperti Indonesia. Lembaga ini memenuhi tiga prinsip utama: 

demokrasi, kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintah, dan pergantian pemerintahan 

secara teratur. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan kebijakan 

negara melalui perwakilan mereka, yang bertugas di lembaga-lembaga negara dan 

dipilih dengan hak pilih universal. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan 

sarana untuk mewujudkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri untuk aktif 

dalam penyelenggaraan negara. Adanya pemilu parlemen merupakan simbol dan 

ukuran demokrasi, pemilu parlemen merupakan sarana untuk mewujudkan 

pemerintahan yang adil dan jujur. Dalam pemilihan parlemen, parlemen adalah 

salah satu badan perwakilan atau yang disebut DPR, yang biasanya 

menyelenggarakan pemilihan kursi DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota 

yang diselenggarakan oleh partai-partai Indonesia. Namun bagaimana jika 

pengurus dan anggotanya adalah orang-orang yang pernah dihukum sebelumnya, 

terutama yang pernah dihukum korupsi, walaupun tertuang dalam Pasal 4 Ayat 3 

No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “dalam seleksi bakal calon secara 

demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan 

mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. 

Akan tetapi peraturan ini sudah dibatalkan dengan keluar nya putusan dari 

Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 karena PKPU Nomor 20 Tahun 2018 

dianggap bertentangan dengan Undang-undang diatas nya lex superiori derogate 

lex interior. 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 46P/HUM/2018 mengetahui bagaimana Ratio Decidendi dari 

putusan ini terhadap pencalonan diri anggota legislatif mantan narapidana korupsi 

serta untuk mengetahui hak politik bagi mantan narapidana korupsi pasca putusan 

Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 . 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan 

berupa studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder berupa norma-norma hukum .Pendekatan yang utama dalam penelitian ini 

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu 

hukum) yang sedang dihadapi guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum 
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yang terjadi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang penulis teliti sehingga 

memberikan kesimpulan serta saran pada akhir penelitian ini.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

1. Ratio Decidendi (Alasan Putusan) Mahkamah Agung Nomor 

46P/HUM/2018 memutuskan membatalkan peraturan yang dikeluarkan 

KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d 

karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 

dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superiori derogate lex interior) 

dan ketiga dasar hukum sebelum Mahkamah Agung memutuskan putusan 

ini sudah dipenuhi (Keadilan,Kepastian, dan kemanfaatan) walaupun dilihat 

dari sisi masyarakat pasti bertetantangan dengan rasa ketidakadilan dari 

segala dasar hukum lebih tampak pada kepastian hukum karena aspek 

keadilan dan kemanfaatan hanya tampak bagi pihak yang berperkara. 

2. Hak politik Pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, 

Perubahan dari sebuah peraturan membuat berbagai pihak harus kembali 

beradaptasi untuk menyesuaikan dengan perubahan dari peraturan tersebut 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 sudah pernah dijalani 

pada pemilu 2019 lalu adanya putusan tersebut dengan membatalkan PKPU 

Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi tidak menyertakan mantan narapidana 

korupsi dengan dibatalkan nya Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan 

PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang dimana memulihkan hak politik bagi 

mantan narapidana korupsi. Pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 dengan syarat masa 

tunggu 5 tahun bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri 

sebagai anggota legislatif . 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 

46P/HUM/2018 mengetahui bagaimana Ratio Decidendi dari putusan ini terhadap 

pencalonan diri anggota legislatif mantan narapidana korupsi serta untuk 

mengetahui hak politik bagi mantan narapidana korupsi jika dilihat berdasarkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum sesudah dan sebelum putusan dari Mahkamah 

Agung ini diputuskan , studi kepustakaan, dan menganalisa secara kualitatif. 

 

Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, Ratio Decidendi 

(Alasan Putusan) Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 memutuskan 

membatalkan peraturan yang dikeluarkan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 

(3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d karena dianggap bertentangan dengan Undang-

undang nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superiori derogate lex 

interior) dan ketiga dasar hukum sebelum Mahkamah Agung memutuskan putusan 

ini sudah dipenuhi (Keadilan,Kepastian, dan kemanfaatan) walaupun dilihat dari 

sisi masyarakat pasti bertetantangan dengan rasa ketidakadilan dari segala dasar 

hukum lebih tampak pada kepastian hukum karena aspek keadilan dan kemanfaatan 

hanya tampak bagi pihak yang berperkara.Kedua, hak politik bagi mantan 

narapidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 yang 

dimana membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan KPU sendiri mengeluarkan 

peraturan baru yakni PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang dimana memulihkan hak 

politik bagi mantan narapidana korupsi dan keluar nya putusan Mahkamah 

Konstitusi pada tahun 2022 yang berisi syarat masa tunggu selama lima tahun bagi 

mantan narapidana korupsi setelah selesai menjalani masa hukuman  

 

Kata Kunci (keyword) : Korupsi, Mahkamah Agung, PKPU 
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Peraturan Mahkamah Agung 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Anggota Legislatif. 

Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU 

Nomor 20 Tahun 2018 
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DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 tentang permohon keberatan 

Hak Uji    Materiil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan 

Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota 

DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota,Peraturan KPU Nomor 20 

Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 834) 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 /PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 

pokok perkara pengujian Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-undang 24 Tahun 2003. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 

2019 pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 

2022 pokok perkara Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 


